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ARSIF NASIONAL REFUBLIK INDONESIA BADAN EEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
ARSIF NASIOGNAL REPUBLIK INDKINESIA
DENGAN
BADAN REPEGAWAIAN NEGARS
TENTANG

PEMILATAN KOMPETENS] PEGAWAI NEGERI SIFIL
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HE.02.00/18.A,/2015
NOMOR : 09/K/KS/V1/2015

Pada har ini Babu tanggal Duas Pulub Empat bulan Juni tahun Dua Ribu
Lima Belas berempat di Jakarts, kami vang bertanda tangan di bawah i,
Masng-nasng;

1.

DR. MUSTARI IRAWAN, MPA., sclaku Kepala Arsip Masional Republik
Indonesia beralamal dan berkantor di Jalan Ampera Bavae Nomor 7
Jakarta Sclatan, 12560, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Arsip Masional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK
IERTAMA

BIMA HARIA WIBISANA, sclaku Kepale Badan Repegawsian Megira
hepalamat dan berkantor di Jalan Mayjend, Suteyva Nomor 12, Cililitan,
Jakarta Timur, 13640, dalam hal i bertindak untulk dap elas nana
Badan Kepepawaian Negara vang selanjuinya disebul sebagal PIHAK
KEDRUA,

FIHAK PERTAMA dan PIHAK HEDUA untubk sclajulnysa socars Dersanie-
sama digshut schage: PARA PIHAK, terlebih dabulu mempertimbangkan
hal-hal sebagai beribout:

2.

Undang-Undang Nomoer 5 Tabun 2014 tentang Avaratur Sipil Negara;

Peraturan  Presidern Womer 54 Tahuo 200 tentany Pengadasn
Barang/Jasa Pemerimah sebagaimona telah esspat kali diabali teraidhie
dengan Peraluran Presiden Momor 4 Tahun 2u 18

Surat Kxua Panitie Sclekss Calon I*Cja.hd. !"'il'l"'p;.'t:lll linggj I'-'[:irt:,'u fu -'Sip
Nasioeal Republik Indonesia Momor: KR OZ02 1510/ 2015 Taaggal



3. Burat Ketua Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Arsip
Masional Republik Indonesia Nomor: KPO2.0271310/V1/2015 Tanggal
18 Juni 2015, perihal permohonan pelaksanaan test melalu Computer
Assissted Test (CAT) dan Assessment Center; dan

4. Surat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Negarn Nomor: 1 26-30 7 V 63-53/26 Tanggal 19 Juni 20135,
perihal fasilitasi penilaian kompetens: Calon Pejabat Pimpinan Tinggi
Madva di lingkungan Arsip Nasional R.1.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakal mengadakan kerja sams
mengenai hal-hal sebagal berikut:

Fusal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1} Malksud Mota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama
antara Arsip Nasdiial HEPUBLE INABNEEIA SRR BRSNA RUPBELRWEIEN
Negara dalam penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Arsip Masional Republik Indonesia.

2} Tujuan Mota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan
pentlaian kompetenst Pegawal Negen Bipal di hnghungan Arsp Nakidaal
Republik Indonesia

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang linglup pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yvaitu penyelenggaraan
pemilaian lompetensi Pegawai Negeri Sipil di ngkungan Arsio Nasional
Republik Indonesia,

Pasal 3
PENYVELENGGARAAN

Penvelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesual dengan kewajiban dan haknya
maaling maning

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1]  Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA:
a. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
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1} untuk member data, informasi, dan keterangan-keterangan yang
merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompetensi;
dan

2) menyiapkan sarana dan prasscana.

b. PIHAK PERTAMA berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi
schapai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil.

Kewajiban dan Halk PIHAK KEDUA:

. PIHAH KEDUA berkewajiban:
1) menyediakan tenaga penilal kempetens;
3 melakukan penilaian kompetensi; dan
3) melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penilaian

kompetensi kepada PIHAK PERTAMA.

b, PIHAK KEDUA berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi
untuk keperluan pembinaan  dan pnn}'uiﬂnggaraan AT AMETETL
aparatur sipil negara secara nasional,

Kewajiban PARA PIHAK:

A menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengarahi
hasil penilaian kempetensi, dan

b, menjaga kerahasiaan hasil penilaisn kompetensi.

Pasal &
JANGKA WAKTU

Mota Kesepshaman ini mulai berlaku  terbitung  mula tanggal
ditandatangani sampal dengan tanggal 31 Desember 2001 5.

Wota HKescpahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan
kesepakatan PARA PIHAK denpan waktu pengajuan paling lambat 1
{satu) bulan sehelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman mi.

Posnl §
PFEMBILAYAAN

Sepala biays vang timbul sebagai akibat dari pelaksanean Nota
Kescpahamaon ini dibebanlian podo Anggoran Pendagatan dan Bolanja
Negars Arsip Masional Republik Indonecsia Tahun Anggaran 2005
dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansd.

PIHAK HEMIA hanya menerima pembiayaan herapa honor lasilitator,
honor narasumber, honor tim kegiatan, dan biaya perjalanan dinas

Lembar ke ¥ dam 5 halaman
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beserta akomodasi yang dilaksanakan sesual peraturan perundang-
undangan yang mengaiur mengenai standar biaya.

PEMABYEET sebHpEimEng Aol penla dyal (2] didesao kan pada
surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh PIHAK
FPERTAMA.

Dalam hol PIHAK PERTAMA honyo menyompaikon permintoan tertulie
sehagaimana dimaksud pada aval (3), PIHAK HEDUA menbndalklanjuti
dengan menerbithan surat penetapan dan/atau surat penugasan,

Pasal 7
FORCE MAJEURE

Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewsjiban
yang tercantum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang
disebabkan oleh tindakan dan/fatau diakibatkan oleh kejadian di luar
krlninsnan PARA DPrEaw  (fues mojores) pang oscora langening
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepaheman ini, maka segala
keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagal kesalahan PARA
PIHAK.

Apabila terjadi force majeuwre sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
pihak yang mengalami force majeurs harus membentahukan secara
tertulis mengenal tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang
tertinda karena forne magieane dalam wakiu selambat-lambatnya 7
[tujuk) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bulkti yang layak atas
terjadinya force mojeure tersebul.

Apabila dalam 7 [tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitabuan
yang dimaksud pada avat (2) belum ataw tidak ada tanggapan, pihak
yang menerima pemberiizhuan dianggap telah menyetujui dan sepakil
segala hak dan kewsjiban satu sama lan yang tertunda  secara

mngymwarah

Setelah berakhir atau dapat diatasinya force majenrs tersebut, maka
pihak yeng mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat force
majeure wajib segeran melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang
tertunda secara musyawarah untule mufakat.



2] Apabila tidak dapat disclesaikan secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], maka PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan melalui Pengadilan,

Pasal 9
HETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Mota Kescpahaman ini akan diatur lebih
lanjut dalam perjanjian tambahan |addendum), vang merupakan bagian
tidak terpisahkan darl Nota Kesepahaman ini.

Pagal 10
PENUTUP

[1} Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PITHAK
pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sehagaimana disebutkan
pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli,
masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempiinyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh FARA PIHAK,
dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu] naskah asli Meta
Kesepahaman ini.

{2] Tremikian Nota Kesepahaman i dibuat  untuk  dipatuli  dan
dilaksanalean oleh PARA PIHAK.
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